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ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa
gdji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri. Atas dasar tersebut Instansi Pemerintahan dan Perusahaan yang menggaji pegawai atau karyawan
wajib menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawannya setiap bulan.
Penelitian ini dilaksanakan di PT BPR Primaesa Sejahtera Manado, Tujuan dari Penelitian ini dilakukan
yaitu untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan PT. BPR Primaesa
Sejahtera Manado apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Tentang
Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif, dan Teknik Pengumpulan
Data yang digunakan adalah teknik Wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera
Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci : Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21
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1. PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa
khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan
kesgjahteraan suatu bangsa. Hal ini ditegaskan dalam Undang — Undang dasar 1945 pasal 23A
yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan
Undang — Undang”.

Wajib Pajak dikatakan patuh apabila dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban
perpajakan. Kepatuhan wajib Pgjak tersebut berupa: tepat waktu membayar pajak dan membayar
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diharuskan untuk mengikuti perkembangan
Undang — Undang perpajakan yang berlaku.

Untuk itu dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pagjak, pemerintah sering
melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan terhadap Undang — Undang Perpajakan saat
ini yang telah mengalami tigakali perubahan. Terakhir telah dilakukan perubahan atas Undang —
Undang No.17 Tahun 2000 menjadi Undang — Undang No0.36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan. Dengan Undang — Undang perpgjakan yang terus mengalami perbaikan,
penyesuaian, dan perubahan. Self assessment system yang telah diterapkan pemerintah
memberikan kepercayaan kepada Wajib Pgjak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan
sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah dadam ha ini hanya memberikan
pembinaan, penelitian dan pengawasan atas pel aksanaannyadi |apangan.

Pgjak Penghasilan merupakan paak yang dipungut pada obyek pgak atas
penghasilannya. Pgjak Penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang
memperoleh penghasilan di Indonesia salah satunya PPh Pasal 21 yang merupakan PPh yang
dikeluarkan atas penghasilan berupa ggji, upah, dan honorarium. PT. BPR Primaesa Sejahtera
Manado merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan yang tidak
terlepas dari kewgjiban membayar pajak, yang meliputi pajak penghasilan.

Tujuan Pendlitian
Adapun yang menjadi tujuan atas penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis
perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera telah
sesuai dengan Undang — Undang Perpajakan N0.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Tinjauan Pustaka
Smith dan Skousen menyatakan definisi akuntansi adal ah kegiatan mencatat, meringkas,

mel aporkan, dan mengidentifikas informasi ekonomi, dalam pengambilan keputusan pelaporan
keuangan untuk kepentingan pihak pemakainya.
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Soemarso  menyatakan Akuntansi merupakan proses indentifikasi/pengenalan,
pengukuran, dan pelaporan ekonomi yang diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan
bagi pihak yang memerlukannya.

Saddli mendefiniskan  akuntans adalah proses pencatatan, penggolongan,
pengikhtisaran dari transaks — transaks suatu perusahaan atau badan dalam nilai uang atau
penyusunan |aporan keuangan dan andisisnya.

Pengertian Pajak

Undang — Undang No. 36 Tahun 2008, menyatakan pajak adalah kontribust WP (Wgjib
Pajak) kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang — Undang dengan tidak mendapatkan imbaan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar — besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definis tersebut, dapat dissmpulkan bahwa pajak memiliki unsur — unsur yaitu :
luran dari rakyat kepada Negara, berdasarkan Undang — Undang, tanpa jasa timbale atau
kontrapesasi.

Menurut Soemitro (2011:1) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan Undang — Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Fungs Pajak

Fungs Pgjak menurut Undang — Undang No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Pgjak sebagai fungs anggaran (budgetair), yaitu dari pajak tersebut yang terletak di sektor
publik, yang dimana pajak merupakan alat untuk memasukkan uang ke Kas negara yang pada
waktunya akan dipergunakan untuk pengeluaran negara, dalam ha ini pengeluaran —
pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Pgak berfungs mengatur, artinya pgak dipergunakan untuk mengatur tidak hanya
pemungutan pajak tersebut, akan tetapi mengatur pula bidang — bidang diluar keuangan.

3. Fungs stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehinggainflasi dapat dikendalikan, Hal
ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,
pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungs redistribus pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan
untuk membiaya semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiaya pembangunan
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pgjak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan
besarnya Pgjak Penghasilan yang terutang. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pgjak,
yaitu dengan cara Penghasilan Netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pgak yang
sebenarnya. Namun apabila penghasilan Nettonya lebih kecil dari pada Penghasilan Tidak Kena
Pajak maka Penghasilan Kena Pagjaknya NIHIL.
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Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 162/PMK./011/2012 tentang
penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pgjak yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober
2012.

Berikut adalah Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pgjak (PTKP) terbaru :

1. Untuk Diri Wajib Pajak Orang Pribadi = Rp. 24.300.000,-

2. Tambahan Untuk Wgjib Pgjak Kawin = Rp. 2.025.000.-

3. Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami = Rp.

24.300.000,-
4. Tambahan untuk anggota keluarga (max 3 orang)
= Rp. 2.025.000,-

Meminimalkan Tarif PPh Pasal 21

Menurut (Chairil, 2013) pada perusshaan yang PPh badannya tidak dikena bersifat
final ,diupayakan seminima mungkin memberikan kesgjahteraan karyawan dalam bentuk natura
atau kenikmatan (benefit in kids), karena pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai
biaya perusahaan. Sebagai gantinya untuk kesegjahteraan pegawal diberikan dalam bentuk
tunjangan, sehingga bisa dibiayakan (mengurangi profit). Adapun tunjangan — tunjangan yang
diberikan perusahaan kepada karyawan yaitu: Tunjangan Makan atau Menyiagpkan Makan
Bersama, Tunjangan Kesehatan atau Fasilitas Pengobatan dan Pemberian Uang Saku Secara
Lump-Sum atau Reimbursement.

Penelitian Terdahulu

Yahya Rochman dengan judul “Analisis Pelaksanaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Atas pegawai tetap pada Dinas K esehatan K abupaten Bangkal an. M etode penelitian yang
digunakan yaitu Metode K ualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil pendlitian adalah Dinas
Kesehatan (Dinkes) kurang tepat dalam menerapkan pemotongan PPh Pasal 21, dalam artian
tidak sesua dengan Peraturan Perpgjakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan
No0.15/PJ2006. Persamaan dengan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan memiliki
persamaan dengan coba membandingkan Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang
dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Perpgjakan yang berlaku. Namun ada
perbedaan dalam pendlitianini yaitu penelitian Y ahya Rochman tidak melakukan analisaterhadap
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sedangkan penelitian ini melakukannya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Data yang digunakan adalah data kualititatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam
suatu angka numeric, atau dalam bentuk uraian. Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa data
mengenai kondisi perusahaan misalnya profil perusahaan, segjarah perusahaan dan struktur
organisasi.

Tempat dan Waktu Penelitian
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Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Primaesa Sejahtera Manado
yang berada di J.P.Tendean,Kompl.Megamas Blok 1 No.20 dengan waktu penelitian bulan
Januari sampai denan bulan Mei 2015.

M etode Pengumpulan Data

Observasi (Obserrvation), yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke
perusahaan untuk memperoleh data tentang Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada
Karyawan di PT. BPR Primaesa Sgahtera Manado. Wawancara (Interview), yaitu teknik
pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau wawancara dengan pihak yang ditunjuk
oleh PT.BPR Primaesa Sgjahtera Manado, dalam hal ini bagian Divis Akuntansi dan Umum
tentang cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasa 21 yang dilakukan perusahaan.

Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode
analisayang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, diandisis,
selanjutnya diinterprestasikan untuk mengetahui bagaimana Perhitungan dan Pemotongan PPh
Pasal 21 pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera M anado.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasi| Pendlitian

Terapan Perencanaan Pajak (Tax Palnning) terkait PPh Pasal 21

Dalam beberapa kasus pemotongan PPh Pasal 21atau Pasal 26 dilakukan dari penghasilan
orang pribadi penerima penghasilan, sewaktu dilaksanakan pemotongannya pihak yang dipotong
paak tidak menerima sehingga terjadinya dispute. Secara normative Undang — Undang telah
mewajibkan perusahaan atau pemberi kerja melaksanakan pemungutan atau pemotongan PPh
Pasal 21dari pihak ketiga sedangkan pihak pemberi jasa tidak bersedia dipotong pajaknya
dengan alasan pada saat kontrak kerja disepakati, masalah pajak tidak dibahas sehingga harga
kontrak yang disepakati sudah tidak dipotong pajak lagi. Untuk itu Tax Planning memerlukan
dukungan dari beberapadivisi antaralain, divisi SDM dan divisi hukum.

Pada PT. BPR Primaesa Sgjahtera Manado memberikan sarana dan prasaranatambahan
untuk meningkatkan kesegjahteraan dan produktivitas kerja karyawan. Sarana dan prasarana
yang diberikan perusahaan adalah :

1. Tunjangan Transportasi
Karyawan tidak memperoleh fasilitas antar jemput, sebagai penggantinya perusahaan
menyediakan tunjangan transportasi. Setiap karyawan mendapatkan tunjangan transportasi
berupa sejumlah uang tunai per bulan yang diterimakaryawan setiap bulan bersamaan dengan
pembayaran gaji.

2. Tunjangan Makan
Oleh karena perusahaan tidak menyediakan makan bersama maka perusahaan memberikan
dalam bentuk uang kepada semua karyawan. Jumlah uang makan tersebut sama untuk
seluruh karyawan. Tunjangan makan ini diterimasetiap bulan bersamaan dengan pembayaran

ggi.
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3. Tunjangan Kesehatan
Perusahaan memberikan tunjangan kesehatan yang diterima setiap bulan bersamaan dengan
pembayaran gaji. Jumlah tunjangan kesehatan yang diberikan kepada semua karyawan
berbeda sesuai dengan jabatan yang dibebaninya.

4. Tunjangan Jabatan
Perusahaan memberikan tunjangan jabatan kepada seluruh karyawan sesuai dengan jabatan
yang dibebaninya dalam bentuk uang dan diterima setiap bulan bersamaan dengan
pembayaran gaji.

5. Bonusdan Tunjangan Hari Raya (THR)
Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1994 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan (THRK) bagi karyawan, maka perusahaan memberikan bonus dan
Tunjangan Hari Raya (THR) sekali dalam setahun dalam bentuk uang kepada karyawan
sebesar gaji pokok dan dikenakan PPH 21 final.

M ekanisme Per hitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pagjak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Primaesa
Segjahtera Manado, diperoleh dari Penghasilan Bruto yaitu gaji bulanan di tambah tunjangan
jabatan dan tunjangan lainnyaberupa: tunjangan makan, tunjangan transport,tunjangan kesehatan
dan tunjangan hari raya(THR). Dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan
dalam tahun yang bersangkutan, untuk memperoleh Penghasilan Netto.

Penghasilan Netto kemudian disetahunkan dan dikurangi dengan Penghasilan Tidak
Kena Pgjak (PTKP), maka diperoleh Penghasilan Kena Pgjak (PKP), selanjutnya Penghasilan
Kena Pgjak (PKP) dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU No0.36 Tahun 2008 untuk memperoleh
utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan.

Pembahasan

Setelah melakukan penelitian di PT.BPR Primaesa Sejahtera Manado, peneliti melihat
bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21atasggji karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera
Manado, telah dilakukan sesuai dengan UU No0.36 Tahun 2008 karena tidak didapati adanya
sdisih. Sistem Pemotongan Pgjak yang diterapkan oleh PT BPR Primaesa Sgjahtera Manado
untuk Pagjak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Withhol ding system. Withholding system
adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pagjak
terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan ol eh fiskus maupun oleh Wajib Pgjak itu
sendiri.

Pihak yang melakukan pemotongan Pgjak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT BPR
Primaesa Sejahtera Manado, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada
berapa besarnya penghasilan yang diterimadari setiap karyawan. Pemotongan Pgjak Penghasilan
Pasal 21 dilakukan setigp bulan bersamaan dengan pembayaran ggji bulanan pegawai. Pada PT
BPR Primaesa Sgjahtera Manado, Penyetoran Pgjak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong
dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan ggji berikutnya ke Kantor Pelayanan
Pajak dengan disertai Surat Setoran Pgjak (SSP).
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4. PENUTUP
Kesmpulan

Setelah melihat data— data dan keterangan yang diperoleh dari PT. BPR Primaesa Sgjahtera
Manado yang telah diuraikan dan dibahas pada bab — bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan
dalam Perhitungan dan Pemotongan Pgjak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perpgjakan yang berlaku yaitu Undang-Undang N0.36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan.

Saran

Beberapa ha yang diusulkan penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Sebaiknya perusahaan dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang memasukkan tunjangan
pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga
perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Pemberian
tunjangan pgak oleh perusashaan, dari pihak karyawan akan lebih diuntungkan dalam
membayar pajak penghasilan.

2. Selain tunjangan pajak, dalam pelaksanaan perencanaan pajak perusahaan dapat memberikan
tunjangan makan diganti dengan makan bersama. Bagi karyawan tunjangan tersebut bukan
merupakan penghasilan tetapi bagi perusahaan merupakan biaya.

3. Perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak yang bisa mengurangi PPh Pasal 21 terhadap
karyawan dengan memberikan tunjangan dalam bentuk natura atau kenikmatan bagi karyawan
dimana tunjangan tersebut merupakan biaya bagi perusahaan.
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